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QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLHU TA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah. maka dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Dacrah dwpavakan pelaksanaan pengelolaan Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C dalam Kota Langsa agar tersclenggara secara tertib. tepat
euna dan berhasil berhastl guna:

bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana  dimaksud dalam hurut a perlu

menctapkan Qanun Kota Langsa tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan €.

. Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984):

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun [997 tentang Badan Penvelesaian Sengketa Pajak

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684):

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048):

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun [997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

{Lembaran Negara Tahun 1997 No.68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699):
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomeor 172,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893):

7. Undang. . E o
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 10):
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 1230 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4437)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20035 tentang
Penctapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor  4548):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun [98] tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinst sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor |18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20035 tentang Pengcelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4378):
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur
Perpajakan. Retribusi Dacrah dan Pendapatan Dacrah Lamnva serta Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadva Dacrah Tingkat 1T scluruh Wilavah
Indonesia:

Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai
Negert Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah:

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Dacrah:

Pcraturan Mentert Dalam Negert Nomor |5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penvusunan

Produk Hukum:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Dacrah dan

Berita Dacrah.

BAB l?’



Menctapkan

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN

GALIAN GOLONGAN C.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun i vang dimaksud dengan ¢

I8

[B]

22

9.

10

Dacrah adalah Kota Langsa.

Kepala Dacrah adalah Walikota.

Wahkota adalah Walikota Langsa.

Pemerintah Dacrah adalah Walikota bescrta perangkat dacrah scbagar penvelenggara
Pemerintah Dacrah.

DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakvat Kota Langsa.

Pcjabat adalah pegawar vang diberr tugas tertentu di bidang perpajakan dacrah sesual
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perscroan terbatas. perscroan
Komanditer. perscroan lamnva. Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan nama
dan dalam bentuk apapun. persckutuan. perkumpulan. firma. kongsi. kopcerasi. vavasan
atau organisast scjenis. lembaga dana pensiun. bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lamnva.

Pemakar persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kota Langsa baik untuk
kegiatan rumah tempat tinggal maupun non rumah tinggal.

Pajak Dacrah vang sclanjutnyva discbut pajak adalah ituran wajib vang dilakukan olch
orang atau badan kepada dacrah tanpa imbalan langsung vang scimbang. vang dapat
dipaksakan berdasarkan peratutan perundang-undangan vang berlaku. vang digunakan
untuk membiavai penyelenggaraan pemerintahan dacrah dan pembangunan dacrah:
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan € vang sclanjutnva discbut pajak adalah

pungutan dacrah atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah vang sclanjutnva disingkat SPTPD adalab surat

vang digunakan olch wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembavaran pajak

vang terhutang menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan dacrah

. Surat Sctoran Payjak Dacrah vang sclanjutnva disingkat SSPD adalah surat ang

digunakan olch wajib pajak untuk melakukan pembavaran atau penvetoran pajak vang

terhutang ke Kas Dacrah atau Dinas Pendapatan Dacrah vang ditetapkan olch Walikota.

13 Suml,..?f,v.,
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. Surat Ketetapan Pajak Dacrah vang selanjutnva disingkat SKPD adalah surat keputusan

vang menentukan besarnyva jumlah pajak terhutang,

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar vang sclanjutnya disingkat SKPDKB

adalah surat keputusan vang menentukan besarnyva jumlah pajak vang terhutang. jumlah
kredit pajak. jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak. besarmnva sanksi administrasi

dan jumlah vang masih harus dibavar.

. Surat ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar Tambahan vang sclanjutnyva disingkat

SKPDKBT adalah surat keputusan vang menentukan tambahan atas jumlah pajak vang
telah ditetapkan sebelumnva.

Surat Ketctapan Pajak Dacrah Lebih Bavar vang sclanjutnyva disingkat SKPDLB adalah
surat keputusan vang menentukan jumlah kelebihan pembavaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar dar pajak vang terhutang

. Surat Kctctapan Pajak Dacrah Nihil vang selanjutnva disingkat SKPDN adalah surat

keputusan vang menentukan jumlah pajak vang terhutang sama besarnva dengan

Jumlah kredit pajak. atau kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit.

~Surat Tagihan Pajak Dacrah vang sclanjutnva disingkat STPD adalah surat untuk

mclakukan tagihan pajak dan atau sanksit admimstrasi berupa bunga atau denda.

BAB 11
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas
Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
Subyck Pajak adalah orang pribadi atau badan vsng mengambil bahan galian golongan
C
Bahan gahan golongan C sebagaimana dimaksud pada avat (2) mehiputt
a. Asbes:
b. Batu tulis:
¢.  Batu sctengah permata:
d  batu kapur:

¢.  batu apung:

o}

batu permata:

bentonit:

Gz

h. dolomit:
1. Pcldspar:

1. Garam batu (bahtc):

k. Grafit:
I Gramt:
m. Gips:

n  Kalsit:

0. Kaolm:

p. Lcusil.?’m_
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p. Leusit:

q.  Magnesit:

r. Mika:

s.  Marmar;

t. Nitrat:

u. Opsidien:

v Oker:

w. Pasir dan Kenkil:

x.  Pasir Kuarsa:

v, Perhit

z. Phospat:

aa. Talk:

bb. Tanah scrap (fullers carth):
¢¢. Tanah Diatome:

dd. Tanah Liat: / Tanah Timbun.
co. Tawas (alum):

ft. Tras:

o Yarosit:

hh Zcolit:
1. Basal:
1. Trakkt:

Wapb Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menvelenggarakan Kkegiatan
pengambilan bahan galian gotongan C.

Dikcecualikan dari objek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan €
vang nyvata-nyvata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C

terscbut dan trdak dimanfaatkan secara ckonomis.

BAB Il
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 3
Dalam hal orang atau badan vang melakukan kegiatan pengambilan bahan galian
golongan C namun belum memilikt izin. diharuskan untuk mengajukan permohonan
kepada Walikota mclalui Dinas/Lembaga/Unit Kerja Tehnis Dacrah Lainnva vang
discrahi tugas di bidang pertambangan dan atau konscrvasi alam atau cksploitasi dan
cksplorasi sumber dava alam dengan melampirkan svarat sckurang-kurangnva scbagai
berikut
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Tanda identitas lainnva.

b. Akte Notaris pendirian perusahaan bagi badan usaha:

(2]

Sertifikat Tanah/Akte Jual Beli/persil:
d. Tanda Pclunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir/berjalan:

Tanda Pclunasan Pajak Pendaftaran Perusahaan:

.

f T;mdm.?f ......
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Tanda Pelunasan zin Retribusi Gangguan (HO):

Rekomendasi Geuchik/Lurah sctempat:

s

h.  Rckomendast Camat sctempat:

1. Rckomendast lainnya mengenai analisa dampak lingkungan apabila kegiatan
tersebut nyvata-nyvata memmbulkan gangguan terhadap lingkungan dan sosial
masyvarakat sctempat:

1. Dokumen otentik lainnya vang karena pertimbangan tertentu dipandang perlu.

(2) Rckomendasi lainnyva scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf 1 diterbitkan olch
Pedalda Kota Langsa atau lembaga dacrah lainnva vang bertanggungjawab terhadap
Kelestarian lingkungan hidup dan atau Tun Penclitian dan pengawasan terhadap
Kegiatan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gahian Golongan C melalui Keputusan

Walikota Langsa.

A
4)
—

Dalam mcngajukan permohonan pengambilan bahan gahan golongan C. wajib pajak
diharuskan memberikan keterangan vang jelas tentang bahan gahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 avat (3).

Pasal 4

Walikota dan atau pejabat vang ditunjuk dapat mengeluarkan izin apabila orang/badan

=)

usaha vang mcengajukan permohonan telah memenuhi svarat-svarat vang ditctapkan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1).

Pasal 5§
Walikota dan atau pgjabat vang ditunjuk bernwenang untuk menunda atau menolak
pemberian 1zin dan mencabut 1zin atau menghentikan kegiatan pengambilan bahan galian
golongan C atas rckomendasi Tim scbagaimana maksud dalam Pasal 3 avat (2) discbabkan
alasan-alasan scbagai berikut
I Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

2 Tidak scsuai dengan Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota:

'

- Mengganggu  kesimbangan  ckosistem.  lingkungan  hidup  dan  kehidupan  sosial

masvarakat:

4. Lokasi  cksplorasi/cksploitasi  atau  pengambilan dan  pengolahan  masth  dalam
persengkataan:

3. Mcrupakan kawasan terlarang untuk di cksplorasi/cksploitasi seperti hutan lindung.
suaka margasatwa. dacrah resapan air. discpanjang bantaran sungai. bendungan dan
lain-lain:

6. Ditemukannya bahan tambang atau mineral sclain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

avat (3). vang Karcna ketentuan peraturan perundangan-undangan bahan tambang atau

mincral terscbut harus dikelola atau dikuasai langsung oleh negara dan atau pemerintah

untuk kepentingan hajat hidup orang banvak.

Pasal ¢. 7’



Pasal 6
1zin pengambitan berlaku hanva bagi orang atau badan vang tercantum dalam surat 1zin.
dan tdak dapat dipindah tangankan scrta dinvatakan ndak berlaku lagt apabila orang

tersebut meninggal dunia dan badan usaha terscbut bubar.

Pasal 7
Pengalihan hak atau dipindahtangankan kepada pihak lamn scbagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dapat dibenarkan dan harus dilaporkan kepada Walikota untuk diterbitkan 1zin vang
baru dan diadakan perubahan seperlunva. dengan ketentuan scluruh kewajiban pembayaran
pajak pada tahun berjalan telah dipenuhi/ditunast baik olch pihak vang mengalihkan atau

vang menerima pengalihan usaha.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 8
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
(2) Nilar jual scbagaimana di maksud pada avat (1) dihitung dengan mengalikan
volumce/tonasc hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing
bahan galian golongan C.
(3) Harga standar scbagaimana dimaksud pada avat (2) pada masing-masing jenis bahan
galian golongan C ditctapkan sccara priodik oleh Walikota scsuai dengan harga rata-

rata vang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 9

Besarnva tarif pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dan harga jual ¢ksploitast.

BAB YV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 10
(1) Pajak vang tcrhutang dipungut diwilavah Dacrah tempat cksploitasi bahan gahan
golongan C.
(2) Pajak vang terhutang sclamm dipungut sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dipungut melalut Kontrak Kerja.
{3) Besarnva pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal

h3

BAB \I?,



BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu sclama kegiatan cksploitasi bahan galian

2olongan C berjalan.

Pasal 12

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan cksploitasi bahan galian

golongan C dilakukan.

)
2)

(1

(2)

(h

A
‘42
<~

Pasal 13
Sctiap wayib pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD scbagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi dengan jelas. benar dan
lengkap scrta ditanda tangant olch wajib pajak atau knasanva.
SPTPD scbagaimana dimaksud pada avat (i). harus disampaikan kepada Walikota
sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sctelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk. i1 dan tata cara pengistan SPTPD ditetapkan oleh Walikota,

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 14
Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 avat (1). Walikota
menctapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD:
Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada avat (1) tidak atau kurang dibavar sctelah
lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) han scjak SKPD diterima dikenakan sanksi

admimistrasi scbesar 2 %o ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15
Wajib pajak vang membavar sendiri. SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13
avat (1) digunakan untuk menghitung. memperhitungkan dan menctapkan pajak sendiri
vang terhutang,

Dalam jangka waktu 3 ( lima ) tahun scsudah saat terhutangnyva pajak. Walikota dapat

mencerbitkan
a. SKPDKB
b. SKPDKBT
¢. SKPDN

SKPDKB scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemerniksaan atau keterangan lain pajak vang terhutang
tidak atau kurang dibavar. dikenakan sanksi administrasi scbesar 2 % ( dua persen )
scbulan dihitung dan pajak vang kurang atau terlambat dibavar untuk jangka waktu

paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung scjak saat terhutangnya pajak.

b. Apubil:x.,,?{,.. :



b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu vang ditentukan dan tclah
ditcgur sccara tertulis. dikenakan sanksi administrasi scbesar 2 %o ( dua persen )
scbulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dibitung scjak saat terutangnya pajak.

2]

 Apabila kewapban mengist SPTPD udak dipenuhi. pajak yang terhutang sccara

% (dua

jabatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 23
puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi scbesar 2 %o (dua
persen) scbulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibavar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat ) bulan dihitung scjak saat
terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf'b diterbitkan apabila ditemukan
data vang scmula belum terungkap vang menycbabkan penambahan jumlah pajak yvang
terhutang. akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 100 %o (scratus
persen) dart jumlah kekurangan pajak tersebut

(3) SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada avat (2) hurut'b diterbitkan apabila ditemukan
data vang semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah pajak yvang
terhutang. akan dikenakan sanksi administrast berupa kenaikan sebesar 100 %6 (scratus
persen ) dari jumlah kekurangan pajak terscbut.

(6) SKPDN scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
vang terhutang sama besarnva dengan jumlah kredit pajak atau pajak fidak terhutang
dan tidak ada kredit pajak.

(7) Apabila kewajiban membavar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu vang tclah ditentukan. ditagih dengan mencrbitkan STPD
ditambah dcengan sangsi administrasi berupa bunga scbesar 2 %o ( dua persen ) scbulan
dart jumlah tagihan.

(8) Pcnambahan jumlah pajak vang tchutang scbagaimana dimaksud pada ayat (4 ) tidak
dikcnakan apabila wajib pajak melaporkan sendirt sebelum  dilakukan  tindakan

pemeriksaan.

BAB VIIi
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pcmbavaran pajak dilakukan dikas Dacrah atau tempat lain vang ditunjuk olch
Walikota scsual waktu vang ditentukan dalam SPTPD. SKPD. SKPDKB. SKPDKBT.
dan STPD.

(2) Apabila pecmbavaran pajak dilakukan ditempat fain vang ditunjuk. hasil pencrimaan
pajak harus disctor ke kas Dacrah sclambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu
vang ditentukan olch Walikota.

(3) Pcmbavaran pajak scbagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.

Pasal 1"?0



(4)

(h

(2)

(h

(2)

Pasal 17
Pembavaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas:
Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak
terhutang dalam kurun waktu tertentu. sctelah memenuhi persyaratan vang ditentukan.
Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada avat (2). harus dilakukan
sccara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga scbesar 2 % ( dua persen )
scbulan dart jumlah pajak vang belum atau kurang dibavar.
Walikota dapat mcemberikan  persctujuan  kepada wanb  pajak untuk  menunda
pembavaran sampai batas waktu vang ditentukan sctelah memenuhi persvaratan vang
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 %6 ( dua persen ) scbulan dart jumlah
pajak vang belum atau kurang dibavar.
Persvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavaran serta tata cara
pembavaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat

() ditctapkan Walikota .

Pasal 18
Scuiap pembavaran pajak schagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan tanda bukt
pembavaran dan dicatat dalam buku pencrimaan.
Beotuk. jenis. isi. ukuran tanda bukti pembavaran dan buku penerimaan pajak

scbagaimana dimaksud pada avat (1). ditctapkan oleh Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19
Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain vang sejenis scbagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) harnt se¢jak saat jatuh tempo
pembazaran.
Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) han sctelah tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain vang scjenis wajib pajak harus melunasi pajak vang terutang.
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain vang scjenis scbagaimana dimaksud

pada avat (1) dikcluarkan olch pejabat vang berwenang.

Pasal 20
Apabila jumlah pajak vang masih harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka waktu
scbagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain vang
scjenis jumlah pajak vang harus dibavar ditagih dengan surat paksa.
Walikota atau pejabat menerbitkan surat paksa scgera setelah lewat 21 (dua puluh satu)

har scjak tanggal surat teguran dan atau surat peringatan atau surat lain vang scjems.

Pasal 21 7&



Pasal 21
Apabila pajak vang harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam scsudah
tanggal pemberitahuan surat paksa. Walikota atau pejabat vang berwenang segera

menerbitkan surat perintah melaksanakan penyvitaan.

Pasal 22
Sctelah dilakukan penvitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya. sctelah
lewat 10 (sepuluh) hari scjak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penvitaan
Walikota atau pcjabat vang berwenang mengajukan permintaan penctapan  tanggal

pelelangan kepada kantor Iclang negara

Pasal 23
Sctelah kantor lclang ncgara menctapkan hari. tanggal. jam. dan tempat pelaksanaan

Iclang. juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wayib pajak.

Pasal 24
Bentuk. jenis dan isi formulir vang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak dacrah

ditetapkan olch Walikota.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25
(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan.
keringanan dan pembcebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak scbagaimana

dimaksud pada avat (). ditctapkan olch Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
(1) Walikota karcna jabatan atau pecrmohonan wajib pajak dapat :

a Mcembetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SPTPD vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung. dan atau kekehruan dalam

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah:

b. Membatalkan 7’



(2)

(2)

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar:

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi admimstrast berupa bunga. denda dan
kenatkan pajak vang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan
wayb pajak atau bukan karcna kesalahannyva.

Permohonan Pembetulan. pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan ata

pengurangan  sankst administrast atas SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD

schagaiman dimaksud pada avat (1) harus disampaikan sccara tertulis olch Wapb Pajak

kepada Kepala Dacrah atau Pejabat sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal ditcrima SKPD. SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan

vang jclas.

Walikota atau Pgjabat vang berwenang paling lama 32 (tiga) bulan scjak surat

permohonan scbagaiman dimaksud pada avat (2) diterima sudah harus memberikan

keputusan.

Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagaiman dimaksud pada avat (3) Walikota

atau Pgjabat vang berwenang tidak memberikan Keputusan permohonan. pembetulan

pengurangan  ketetapan dan penghapusan atau pengurangan  sankst  administrast

dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

Wanb Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Walikota atau Pejabat vang
berwenang atas suatu

a. SKPD:

b. SKPDKB:

¢ SKPDKBT:

d SKPDLB:

¢. SKPDN:

Permohonan Keberatan sebagaiman dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara
tertulis olch Wapb Pajak kepada Walikota atau Pejabat sclambat-lambatnva 30 (tiga
puluh) hart scjak tanggal ditennma SKPD.SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan vang jelas.

Walikota atau P¢jabat paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat pecrmohonan scbagaimana
dimaksud pada avat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.

Apabila sudah lewat waktu 32 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada avat (3)
Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan keberatan dianggap

dikabulkan.
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(3) Pengajuan  Kceberatan  scnabagaimana dimaksud pada avat (1) tidak menunda

kewajiban membavar Pajak.

Pasal 28
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan kepada Badan Penvelesatan Sengketa Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
(2) Pengajuan banding  scbagaimana  dimaksud avat (1) tidak menunda  kewajiban

mcmbavar pajak.

Pasal 29
Apabita pengajuan keberatan scbagaimana  dimaksud dalam pasal 27 atau banding
scbagaimana dimaksud pada pasal 28 dikabulkan scbagian atau seluruhnva. kelebihan
pembavaran Pajak dikembalikan dengan di tambah imbalan bunga scbesar 2 % (dua

persen) schulan atau paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30
(1) Wapb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan kelebihan pembayaran

Pajak kepada Walikota atau Pejabat sccara tertulis dengan menycebutkan sckurang-
kurangnya :
a. Nama dan alamat Waynb Pajak:

. Masa Wapb Pajak:

o

¢ Besarnva kelebihan pembavaran pajak:
d Alasan vang jclas:

(2) Kepala Dacrah atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
ditcrimanva permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana
dimaksud pada avat (1) harus memberikan Keputusan,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilapaui Walikota atau
Pcjabat tidak memberikan Keputusan. pemohon pengembalian kelebihan pembavaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama | (satu) bulan.

(4) Apabila Wapb Pajak mempunvai hutang pajak lamnya. kelebihan pembavaran pajak
scbagaimana dimaksud pada avat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu hutang pajak dimaksud.

(5} Pengembalian. 70



(3) Pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan scjak diterbitkannva SKPDLB dengan mencerbitkan Surat Perintah Membayar
Kclebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pcngembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan sctelah lewar wakw 2
(dua) bulan scjak diterbtikannva SKPDLB. Walikota atau Pejabat memberikan imbalan
bunga scbesar 2 %o (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pajak.

Pasal 31
Apabila kclebihan pembavaran pajak  diperhitungkan dengan hutang  pajak  liannya
scbagaimana dimaksud dalam pasal 30 avat (4). pembavarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan juga berlaku sebagat bukti pembayaran:

BAB X1V
KADALUWARSA
Pasal 32
(1) Hak untuk meclakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
3 (lima) tahun terhitung scjak saat terhutangnva pajak. kecuali apabila Wapb Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud avat (1) tertangguh apabila
a.  Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :
b. Ada pengakuan hutang pajak dart Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1) Wajib Pajak vang karcna kealpaannva tidak menvampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar
schingea merugikan keuangan dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama | (satu) tahun dan atau denda paling banvak 2 (dua) kali jumlah pajak vang
terhutang.
(2) Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyvampatkan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar schingga
merugikan kcuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan atau denda paling banvak 4 (empat) kah jumlah pajak vang terutang.

Pasal 34 Qo
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Pasal 34
Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut sctelah melampaui
jangka waktu 10 (scpuluh) tahun scjak saat terhutangnyva pajak atau berakhimya Masa

Pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 35
(1) Pcjabat Pcgawar Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah dibern
wewenang khusus scbagai Penvidik untuk melakukan penyvidikan tindak pidana
dibidang perpajakan dacrah.
(2) Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a. Menerima. mencart. mengumpulkan  dan menchiti keterangan  atau  laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

b. Mencliti. mencart dan mengumpulkan keterangan mengenar orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana perpajakan dacrah terscbut:

¢.  Mceminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah:

d.  Memberikan bukti-bukti. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah:

Mclakukan penggeledehan  untuk mendapatkan  bahan  bukti - pembukuan.

.

pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penvitaan terhadap bahan
bukti terscbut:
£ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan tindak

pidana dibidang perpajakan dacrah:

<

Memvuruh berhenti. melarang sescorang menmggalkan ruangan atau tempat pada

y

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksan identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf (¢):

h.  Mcmotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Dacrah:

i, Mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka
atau sakst:

1. Menghentikan penyvidikan:

k. Meclakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyvidikan tindak pidana

dibidang perpajakan Dacrah menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan:

—
(3]
-

Penvidik scbagaimana dimaksud pada avat (2) memberitahukan dimulaimya penyidikan
dan memvampaikan hasil penvidikannya kepada Penuntut Umum sesuar dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-ha!l vang belum diatur dalam Qanun ini scpanjang mengenai peraturan pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan

penempatannyva dalam Lembaran Dacrah Kota Langsa.

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 M ¢ 1 2007 M
11 Jumadil Awal 1428 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,
AN

M. DJAKYAR DJUNED

Ditctapkan di Langsa
padatanggal 28 M ¢ 1 2007M
11 Jumadil Awal 1428 H
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